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ABSTRAK 

 

 

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU 

DALAM UPAYA MENANGGULANGI JUAL BELI 

PAKAIAN BEKAS IMPOR (THRIFTING) 

 

 

Oleh 

Naila Yasiroh 

 

Thrifting semakin populer di kalangan masyarakat sebagai alternatif untuk 

memperoleh pakaian dengan harga terjangkau. Namun, dampak dari popularitas 

thrifting ini tidak hanya terasa oleh konsumen, tetapi juga oleh industri tekstil dalam 

negeri yang mengalami kesulitan untuk bersaing. Hingga saat ini, jual beli pakaian 

bekas impor terus berlanjut dan masih dapat dijumpai di Kabupaten Pringsewu. 

Demi melindungi industri tekstil dalam negeri, pemerintah telah menghibau 

masyarakat dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 

Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas  Peraturan Menteri Perdagangan 

(Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang 

Bekas Dilarang Impor.  

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian 

Bekas Impor? (2) Apa sajakah faktor penghambat bagi Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris  dengan data primer 

dan data sekunder serta pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan 

studi lapangan.  

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan Peraturan Menteri 

Perdagangan (Permendag) No. 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan 

Dilarang Impor di Kabupaten Pringsewu belum efektif dalam penerapannya karena 

belum adanya pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu. 

(2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan larangan jual beli pakaian 

bekas impor adalah yaitu jual beli pakaian bekas impor telah menjadi budaya dalam 

masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

 

AUTHORITY OF THE PRINGSEWU DISTRICT GOVERNMENT IN AN 

EFFORT TO HANDLE SELLING AND BUYING IMPORTED USED 

CLOTHING (THRIFTING) 

 

 

By 

Naila Yasiroh 

 

Thrifting is increasingly popular among the public as an alternative to obtaining 

clothes at affordable prices. However, the impact of thrifting's popularity is not only 

felt by consumers, but also by the domestic textile industry which is having difficulty 

competing. Until now, buying and selling used imported clothes continues and can 

still be found in Pringsewu Regency. In order to protect the domestic textile 

industry, the government has appealed to the public by issuing Regulation of the 

Minister of Trade (Permendag) Number 40 of 2022 concerning amendments to 

Regulation of the Minister of Trade (Permendag) Number 18 of 2021 concerning 

Goods Prohibited from Export and Used Goods Prohibited from Import. 

 

The problems in this research are: (1) What is the Authority of the Pringsewu 

Regency Government in Efforts to Handle the Buying and Selling of Imported Used 

Clothing? (2) What are the inhibiting factors for the Pringsewu Regency 

Government in its efforts to tackle the sale and purchase of imported used clothing? 

This research uses juridical-empirical research methods with primary data and 

secondary data and data collection using literature studies and field studies. 

 

The results of this research show that: (1) Implementation of Minister of Trade 

Regulation (Permendag) No. 40 of 2022 concerning Goods Prohibited from Export 

and Prohibited Import in Pringsewu Regency has not been effective in its 

implementation because there has been no supervision and guidance by the 

Pringsewu Regency Government. (2) The inhibiting factor in implementing 

regulations prohibiting the sale and purchase of imported used clothing is that 

buying and selling imported used clothing has become a culture in society. 
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(Qs. Ar-Ruum: 60) 

 

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat,  

bukan hanya diingat.” 

(Imam Syafi’i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ix 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-

Nya yang telah memberikan umur, kesempatan, kesehatan dan rezeki.  

Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala 

hal sehingga penulis berusaha dengan maksimal menyelesaikan skripsi ini.  

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada: 

 

Ayah tersayang Gunawan dan Ibunda tersayang Supiati 

Yang senantiasa memberikan segalanya untuk saya. Tidak dapat tergantikan oleh 

apapun atas segala kebaikan, kasih sayang, kesabaran yang tiada batas, dan segala 

dukungan dalam setiap langkahku. Terimakasih tanpa henti untuk segalanya yang 

telah diberikan untukku.  

 

Kakakku tersayang Nurul Atikah, S. Farm, Imam Achmad Albuni, S.T dan 

Fansyuri All Alamsyah yang selalu ada dan senantiasa menghibur dalam berbagai 

kondisi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

 

Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung atas 

semua waktu yang telah diberikan, ilmu yang telah dibagikan, dan bimbingan yang 

sangat membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.  

 

Almamater tercinta Universitas Lampung 

Tempat mencari ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi 

sebagian jejak langkah menuju kesuksesan. 

 

  



 

x 

 

 

SANWACANA 

 

Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil’alamin, Segala puji dan Syukur penulis 

panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta 

Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 

berjudul “Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Upaya 

Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrifting)” sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada 

masyrakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 

bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada 

kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih 

kepada: 

1. Terimakasih kepada Ibu Nurmayani, S.H., M.H selaku Pembimbing I atas 

segala waktu yang telah diberikan, masukan yang sangat berarti, arahan dan 

motivasi kepada penulis skripsi ini; 

2. Terimakasih kepada Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H. selaku 

Pembimbing II dan Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang 

telah meluangkan waktu, memberikan semangat, motivasi, arahan, dan 

kesabaran kepada penulis skripsi ini; 

3. Terimakasih kepada Ibu Eka Deviani, S.H., M.H selaku Pembahas dan Ketua 

Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan waktu,  nasehat, 

kritikan, masukan, dan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini; 

4. Terimakasih kepada Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H. selaku Dosen 

Pembahas II yang telah memberikan waktu, nasehat, kritik dan saran serta 

semangat dalam penulisan skripsi ini; 

5. Terimakasih kepada Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Lampung, beserta staff yang telah memberikan 

bantuan kepada penulis selama di perkuliahan; 



 

xi 

6. Terimakasih kepada Ibu Yennie Agustin M.R, S.H., M.H. selaku 

Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis 

selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

7. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Administrasi Negara yang 

penuh dedikasi tinggi untuk bersedia selalu meluangkan waktu dalam 

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang 

telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan; 

8. Terimakasih kepada Ibu Sulistiyo Ningsih, SE.MM selaku Sekretaris Dinas 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian 

(Koperindag) Kabupaten Pringsewu yang telah memberikan izin penelitian 

dan membantu penelitian untuk penyusunan skripsi ini; 

9. Terimakasih kepada Bapak Reka Pahlefi, S.T.,M.T selaku Kepala Bidang 

Perdagangan  Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan 

Perindustrian (Koperindag) Kabupaten Pringsewu sekaligus narasumber 

yang telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk 

memberikan bantuan, masukan, dan arahan kepada penulis sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan; 

10. Terima kasih kepada kedua orangtua yang paling kusayangi, yayahku dan 

bundaku atas segala jerih payah selama ini membesarkanku, dengan sabar 

seluas samudera dan maaf yang tiada habis diberikan kepadaku. Segala hal 

baik yang ada padaku adalah karena didikan kedua orangtuaku. Doa dan 

motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini;  

11. Terima Kasih kepada kakak perempuanku satu-satunya, yang selama ini 

menjadi tempat berkeluh kesah dan menjadi saksi setiap perjalanan hidupku. 

Dukungan dan motivasi selalu diberikan sehingga hari-hari terasa lebih 

mudah; 

12. Terima Kasih kepada 2 abangku yang telah memberikan motivasi dan 

membuat lelucon yang membuat hari-hari terasa menyenangkan; 

13. Terima Kasih banyak kepada Roy Martin yang merangkap menjadi teman, 

sahabat, dan kakak yang selalu ada, siap membantu, dan mendengarkan 



 

xii 

semua cerita; 

14. Terima Kasih kepada Afifah Hasna Wafiyyah sahabatku seperjuangan sejak 

Sekolah Menengah Pertama, yang menjadi saksi segala perjuanganku, selalu 

mendengarkan segala cerita, dan selalu ada di berbagai kondisi. Semoga kita 

selalu diberi kemudahan atas segala urusan; 

15. Terima Kasih kepada Yashifa Alifia Maharani sahabat pertamaku di masa 

perkuliahan, semoga kita dapat terus seperti ini dan dapat terus mendukung 

satu sama lain dan saling menyaksikan perkembangan satu sama lain; 

16. Terima Kasih kepada Yasmin Rahima, Fatha Alima, Amalia Nur, Wafa 

Fauziyyah dan Rahma Davita yang selalu ada dan menjadi pendengar sahabat 

yang baik; 

17. Terima Kasih kepada Nurul Mayza, Muthia Dhiya, dan Nabila Arzeti yang 

menjadi sahabat seperjuangan di perkuliahan, saling memahami satu sama 

lain dan mendukung hingga saat ini; 

18. Terima Kasih kepada Mayda Alyani yang menjadi sahabat yang selalu ada 

dalam berbagai kondisi hingga saat ini; 

19. Terima Kasih kepada keluarga Besar HIMA HAN dengan segala dukungan 

selama menempuh perkuliahan di bagian HAN ini. Terimakasih banyak atas 

segala bantuan, perhatian, dan motivasi; 

20. Terima Kasih kepada seluruh anggota kelompok KKN Desa Gunung Kemala 

Timur atas segala dukungan, cerita dan pengalaman yang berarti; 

21. Almamaterku Tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa 

Fakultas Hukum Unila Angkatan 2020; 

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih telah 

memberikan bantuan, dukungan serta doanya selama ini.  



 

xiii 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum mencapai tingkat 

kesempurnaan yang diharapkan. Meskipun kekurangan yang mungkin ada di 

dalamnya, besar harapan dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang 

membacanya. Harapan ini tidak hanya terpaut pada pembaca, tetapi juga pada diri 

penulis sendiri, yang berharap dapat terus mengembangkan diri dan 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari proses penelitian ini. 

Dengan penuh harap dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada semua orang yang telah mendukung, membantu, dan mendorong 

perjalanan ini. 

 

 

Bandar Lampung,     Juni 2024  

Penulis 

 

 

 

 

 

Naila Yasiroh 

 

 

 

 



xiv 
 

 

 

 

DAFTAR ISI  

 

 

Halaman 

ABSTRAK ........................................................................................................... i 

ABSTRACT......................................................................................................... ii 

MENYETUJUI ................................................................................................. iv 

MENGESAHKAN ............................................................................................. v 

PERNYATAAN ................................................................................................ vi 

RIWAYAT HIDUP .......................................................................................... vii 

MOTTO .......................................................................................................... viii 

PERSEMBAHAN ............................................................................................. ix 

SANWACANA ................................................................................................... x 

DAFTAR ISI ................................................................................................... xiv 

DAFTAR TABEL ........................................................................................... xvi 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvii 

 

BAB I  PENDAHULUAN .................................................................................. 1 
1.1 Latar Belakang............................................................................................ 1 

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................... 4 

1.3 Ruang Lingkup ........................................................................................... 4 

1.4 Tujuan Penelitian ........................................................................................ 4 

1.5 Kegunaan Penelitian ................................................................................... 5 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 6 

2.1 Kewenangan ............................................................................................... 6 

2.1.1 Pengertian Kewenangan .................................................................. 6 

2.1.2 Macam-macam Kewenangan Pemerintah ........................................ 8 

2.1.3 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan ................................... 9 

2.2 Kebijakan ................................................................................................. 11 

2.2.1 Pengertian Kebijakan..................................................................... 11 

2.2.2 Fungsi Kebijakan........................................................................... 13 

2.3 Impor ........................................................................................................ 14 

2.3.1 Pengertian Impor ........................................................................... 14 

2.3.2 Pengaturan Impor Barang di Indonesia .......................................... 16 

2.3.3 Syarat Impor Barang ke Indonesia ................................................. 17 

2.3.4 Prosedur Impor Barang  

2.4.1 Pengertian Thrifting ....................................................................... 20 

2.4.2 Sejarah Thrifting ........................................................................... 22 

2.4.3 Dasar Hukum Pelarangan Thrifting ................................................ 23 

2.5 Sanksi Hukum .......................................................................................... 24 

................................................................. 18 

2.4 Thrifting ................................................................................................... 20 



 

xv 

2.5.1 Pengertian Sanksi .......................................................................... 24 

2.5.2 Sanksi Administratif ...................................................................... 25 

2.5.3 Sanksi Pidana ................................................................................ 26 

 

BAB III  METODE PENELITIAN ................................................................. 28 

3.1 Pendekatan Masalah ................................................................................. 28 

3.2 Sumber Data dan Jenis Data ...................................................................... 28 

3.2.1 Data Primer ................................................................................... 28 

3.2.2 Data Sekunder ............................................................................... 29 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data ..................................................................... 30 

3.4 Prosedur Pengolahan Data ........................................................................ 30 

3.5 Analisis Data ............................................................................................ 31 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN........................................................... 32 

4.1 Lokasi Penelitian ...................................................................................... 32 

4.1.1 Kabupaten Pringsewu .................................................................... 32 

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu ................... 35 

4.2 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Upaya 

Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrifting) ....................... 39 

4.3 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Larangan Jual Beli 

Pakaian Bekas Impor (Thrifting) Di Kabupaten Pringsewu ....................... 44 

 

BAB V  PENUTUP........................................................................................... 46 

5.1 Kesimpulan............................................................................................... 46 

5.2 Saran ........................................................................................................ 47 

 

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 49 

 

 

  



 

xvi 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Halaman 

 

Tabel 1  Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan di 

Kabupaten Pringsewu (Persen), 2021-2023 ........................................ 33 

Tabel 2  Peresentase Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di 

Kabupaten Pringsewu (Persen), 2021-2023 ........................................ 34 

 

 

 

 

 

 

  



 

xvii 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Halaman 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,   

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu ..................... 36 



 

1 
 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia mempunyai tiga tingkat kebutuhan yang berbeda, yaitu kebutuhan primer, 

kebutuhan kedua, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan 

dasar yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat bertahan hidup dan 

memelihara kesehatan serta kesejahteraan dasar. Contohnya adalah makanan, air, 

pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan primer dapat dikatakan sebagai kebutuhan yang 

paling mendesak yang perlu dipenuhi. Jumlah sandang (pakaian) sebagai kebutuhan 

primer manusia ada kaitannya dengan pertambahan populasi kondisi Indonesia 

yang diprediksi pada tahun 2030-2040 akan memiliki potensi untuk menjadi salah 

satu pasar terbesar di dunia, dengan 64 persen jumlah penduduk sebanyak 297 juta 

jiwa usia produktif. 1 

 

Semakin banyak orang yang tinggal di sebuah tempat, maka semakin banyak juga 

jumlah kebutuhan pakaian yang diperlukan. Pelaku bisnis kemudian melihat 

peluang untuk menjalakan usahanya. Hingga terjadi persaingan antara produk 

pakaian bekas impor dengan produk industri tekstil dalam negeri. Ini merupakan 

salah satu masalah penting terkait hubungannya dengan produk pakaian jadi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "impor" adalah masuknya barang dari 

negara lain. Impor, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2006 tentang Kepabeanan, adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam 

wilayah pabean Meningkatnya impor pakaian bekas ini dikhawatirkan dapat 

mengganggu industri tekstil dalam negeri dalam menjalankan usahanya.  

                                                
1Aminah Nurmillah, “Indonesia Maju 2045: Kenyataan atau Fatamorgana”, 

(https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13781/Indonesia-Maju-2045-Kenyataan-atau-

Fatamorgana.html,  Diakses pada 23 September, 17.35).  

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13781/Indonesia-Maju-2045-Kenyataan-atau-Fatamorgana.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13781/Indonesia-Maju-2045-Kenyataan-atau-Fatamorgana.html
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Thrifting adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegiatan mencari 

dan membeli pakaian bekas dengan harga yang lebih terjangkau. Aktivitas ini 

sering dilakukan di toko barang bekas, bazar, atau melalui platform online. 

Thrifting dapat menjadi lebih digemari karena dari segi harga lebih terjangkau 

dibandingkan membeli barang-barang baru dengan harga yang cenderung lebih 

mahal. Mencari barang bekas yang masih dalam kondisi baik, seseorang dapat 

membeli barang murah dan tetap memenuhi kebutuhan atau gaya pribadi. Faktor 

ini juga yang kemudian menjadikan thrifting menjadi marak digemari belakangan 

ini.  

 

Selain harga yang lebih murah, thrifting juga dianggap unik karena pakaian yang 

didapatkan tidak pasaran dan modelnya unik menjadikan thrifting menjadi sarana 

bagi pembeli untuk mengekspresikan diri melalui gaya pribadi. Dengan 

menemukan barang-barang bekas yang cocok dengan selera dan gaya individu, 

seseorang dapat menciptakan penampilan yang unik dan khas.  

 

Salah satu tempat yang menjual pakaian bekas impor di Bandar Lampung adalah di 

Pasar Bambu Kuning lantai dua. Terdapat banyak toko yang menjual pakaian bekas 

impor, bahkan para penjual pun memiliki akun toko masing-masing untuk dapat 

menjual produknya secara offline maupun online. Pilihan pakaian thrift yang 

banyak dan model yang beragam membuat pengunjung berdatangan dan tertarik 

untuk membeli pakaian bekas impor. 2 

 

Melonjaknya thrifting karena minat masyarakat yang semakin bertambah, membuat 

permintaan terhadap barang baru dari produsen dan pengecer akan menurun. Bisnis 

kecil dan menengah yang mengandalkan penjualan barang baru mungkin kesulitan 

untuk bersaing dengan harga lebih murah dari barang bekas karena lebih diminati.  

Industri tekstil yang memproduksi pakaian pun mendapat dampak karena 

berkurangnya minat masyarakat akan barang baru dalam negeri yang menyebabkan 

                                                
2 Pra survey peneliti skripsi di Pasar Bambu Kuning, tanggal 24 September 2023 Pukul 16.05. 
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kerugian finansial diakibatkan persaingan yang lebih sulit. Ini juga dapat 

menyebabkan pengurangan kegiatan ekonomi terkait, seperti produksi dan 

distribusi. Dampak lainnya adalah berkurangnya lapangan kerja di sektor-sektor 

terkait. Pakaian bekas dapat mematikan usaha masyarakat industri kecil dan 

menengah. Disamping itu, pakaian bekas impor juga merugikan konsumen karena 

kualitasnya yang tidak terjamin dan membahayakan kesehatan konsumen.3 

 

Demi melindungi industri tekstil dalam negeri, pemerintah telah menghimbau 

masyarakat dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 

Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas  Peraturan Menteri Perdagangan 

(Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang 

Bekas Dilarang Impor yang didalamnya menjelaskan bahwa pakaian bekas adalah 

salah satu barang yang dilarang impor.   

 

Hingga saat ini kenyataannya thrifting masih berlanjut bahkan semakin 

berkembang di Provinsi Lampung. Masyarakat pun masih lalai dalam mengikuti 

larangan pemerintah. Thrifting pakaian bekas impor masih marak terjadi bahkan 

sudah menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan karena dianggap sebagai tren 

zaman kini. Bahkan, jual beli pakaian bekas impor sangat mudah dijumpai baik 

secara langsung maupun secara e-commerce (perdagangan secara digital).  

 

Terdapat salah satu penjual thrift di Kabupaten Pringsewu yang sudah membuka 

toko selama 2 tahun di rumah pribadinya dan kini telah memiliki banyak pelanggan. 

Pakaian bakas impor yang dijual berupa sweter yang pada kerah bajunya berbentuk 

lingkaran (crewneck). Dengan berjualan pakaian thrift, pemilik usaha menjadikan 

ini sebagai mata pencaharian. Pemilik usaha mengaku tetap berjualan pakaian bekas 

impor walaupun mengetahui adanya larangan jual beli pakaian bekas impor. 

                                                
3 Rinandita Wikansari dkk, “Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian 

Bekas Illegal di Indonesia”, Jurnal Bingkai Indonesia, Vol 8, No 1, (2023), 38. 
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Sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dan banyaknya minat dari para pembeli 

menjadikan alasan mengapa pemilik usaha thrift ini tetap melanjutkan usahanya.4 

 

Berdasarkan pada uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam Upaya 

Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrifting)” untuk mengetahui 

bagaimana peran dinas perdagangan Kabupaten Pringsewu dalam upaya 

menanggulangi jual beli pakaian bekas impor.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam 

Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor? 

2. Apa sajakah faktor penghambat bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu 

Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada studi hukum administrasi negara 

yaitu mengenai Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam upaya 

menanggulangi jual beli pakaian bekas impor. Lokasi penelitian ini dilakukan 

pada Dinas Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Pringsewu.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Dalam 

Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor. 

                                                
4 Pra survey peneliti skripsi, tanggal 16 Oktober 2023 Pukul 16.40. 
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2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat bagi Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu Dalam Upaya Menanggulangi Jual Beli Pakaian Bekas Impor. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis di bidang hukum dan masyarakat.  

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumber penelitian atau pengembangan untuk memperluas pengetahuan 

di bidang hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.  

2. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi 3:  

a. Manfaat praktis bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu  

Manfaat praktis penelitian ini bagi Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman 

atau masukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan 

(Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Bekas Dilarang 

Ekspor dan Barang Dilarang Impor. 

b. Manfaat bagi masyarakat umum adalah agar penelitian ini dapat 

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang larangan terhadap 

impor pakaian bekas (thrifting) yang berlaku di Indonesia.  

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya agar dapat menemukan manfaat 

praktis dari penelitian ini untuk dijadikan referensi untuk 

mengembangkan penelitian yang lebih lanjut.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kewenangan 

2.1.1 Pengertiani Kewenangan 

Dalami hukumi administrasii negarai pejabati tatai usahai negarai merupakani pelakui 

utamai dalami melakukani perbuatani dani tindakani hukumi fungsii pokoki 

pemerintahani dani fungsii pelayanani pemerintahan,i namuni dalami melakukani 

tindakani dani perbuatannyai harusi mempunyaii kewenangani yangi jelas.i 
5 

 

Secarai konseptual,i istilahi wewenangi ataui kewenangani seringi disejajarkani dengani 

istilahi Belandai “bevoegdheid”i (yangi berartii wewenangi ataui berkuasa).i Wewenangi 

merupakani bagiani yangi sangati pentingi dalami Hukumi Tatai Pemerintahani (Hukumi 

Administrasi),i karenai pemerintahani barui dapati menjalankani fungsinyai atasi dasari 

wewenangi yangi diperolehnya.6 

 

Wewenangi memilikii definisii yangi samai dengani kewenangani dalami kamusi besari 

bahasai Indonesia,i yangi didefinisikani sebagaii haki dani kekuasaani untuki bertindak,i 

membuati keputusan,i memerintah,i dani melimpahkani tanggungi jawabi kepadai orangi 

lain.i 
7 

 

Undang-Undangi Nomori 30i Tahuni 2014i tentangi Administrasii Pemerintahani 

disebutkani pengertiani darii kewenangani yangi merupakani kekuasaani untuki 

bertindaki dalami ranahi hukumi publiki olehi Pejabati Pemerintahani dan/ataui Badani 

ataui penyelenggarai negarai lainnya.i 
8 

                                                
5 Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara, (Riau: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), hlm. 52.  
6 Ibid. 
7 Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah 

Di Indonesia, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010). hlm. 35.  
8 Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  
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Wewenangi adalahi pengertiani yangi berasali darii hukumi organisasii pemerintahan, i 

yangi dapati dijelaskani sebagaii seluruhi aturan-aturani yangi berkenaani dengani 

perolehani dani penggunaani wewenang-wewenangi pemerintahani olehi subjeki 

hukumi publiki didalami hubungani hukumi publik.i 
9 

Wewenangi dalami bahasai hukumi tidaki samai dengani kekuasaan.i Kekuasaani hanyai 

menggambarkani haki untuki berbuati dani tidaki berbuat.i Wewenangi sekaligusi berartii 

haki dani kewajiban.i 
10 

Kewenangani adalahi haki untuki menggunakani wewenangi yangi dimilikii olehi 

seorangi pejabati ataui institusii sesuaii dengani peraturani yangi berlaku.i Dengani 

demikian,i kewenangani jugai mencakupi kemampuani untuki melakukani tindakani 

hukumi yangi dapati dilakukani secarai formal.i Olehi karenai itu,i kewenangani adalahi 

kekuasaani formali yangi dimilikii olehi pejabati ataui institusi.i F.A.M.i Stroinki dani J.G.i 

Steenbeeki menyebuti kewenangani sebagaii konsepi intii dalami hukumi tatai negarai 

dani hukumi administrasii negarai karenai pentingnyai kewenangani dalami kajiani 

hukumi tatai negarai dani hukumi administrasii negara.i 
11 

Kewenangani (authority,i gezag)i dapati diartikani sesuatui yangi diberikani olehi 

undang-undangi yangi dii dalamnyai kewenangani itui terdapati wewenang-i wewenangi 

(rechtshei voegdheden),i sedangkani wewenangi (competence,i bevoegheid)i dapati 

diartikani hanyai tentangi suatui “onderdeel”i (bagian)i tertentui sajai mengenaii 

kewenangan.i Wewenangi merupakani cakupani darii tindakani publik,i cakupani 

wewenangi pemerintahan,i yangi tidaki sajai meliputii wewenangi sebagaii pelaksanaani 

tugasi dani memberikani wewenangi sertai wewenangi utamanyai ditetapkani dalami 

peraturani perundang-undangan.i 
12 

                                                
9 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71. 
10 Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah, (Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 26. 
11 Ridwan HR, Op.Cit, hlm.101.  
12 Ateng Syarifudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara Yang Bersih dan Bertanggung 

Jawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, 2000, hlm. 22. 
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Berdasarkani pengertiani diatas,i dapati diketahui bahwai kewenangani adalahi haki ataui 

kekuasaani yangi diberikani olehi peraturani perundang-undangani untuki melakukani 

tindakani hukumi publiki yangi memilikii hubungani dengani undang-undangi yangi 

berlaku. 

2.1.2 Macam-macami Kewenangani Pemerintah 

Presideni Republiki Indonesiai telahi mengesahkani Undang-Undangi Nomori 23i 

Tahuni 2014i tentangi Pemerintahani Daerahi (UUi Pemda).i Pemdai dibuati berdasarkani 

Pasali 18i ayati (7)i UUDi 1945i dani mengaturi bagaimanai dani dii manai pemerintahani 

diselenggarakan.i Presideni memilikii kekuasaani pemerintahan,i sepertii yangi 

diuraikani dalami berbagaii Urusani Pemerintahan.i Sementarai pemerintahi daerahi 

mengelolai urusani pemerintahani berdasarkani prinsipi pembantuan,i desentralisasi, i 

dani dekonsentrasi,i presideni dibantui olehi menterii yangi mengelolai urusani 

pemerintahani tertentu.i Kewenangani pemerintahi dibagii menjadi:13 

1. Absolut 

Urusani Pemerintahani Absoluti merupakani kewenangani pemerintahi pusati 

yangi meliputii bidang-bidangi pentingi sepertii politiki luari negeri,i 

pertahanan,i keamanan,i yustisi,i moneteri dani fiskali nasional,i sertai agama.i 

Namun,i pemerintahi pusati memilikii fleksibilitasi dalami 

penyelenggaraannya,i dapati menjalankani sendirii ataui mendelegasikani 

wewenangi kepadai instansii vertikali dii daerahi ataui kepadai Gubernuri sebagaii 

Wakili Pemerintahi Pusati (GWPP),i sesuaii dengani prinsipi Dekonsentrasi.14 

2. Konkuren 

Urusani Pemerintahani Konkureni merupakani urusani pemerintahani yangi 

dibagii antarai pemerintahi pusat,i daerahi provinsi,i dani daerahi 

kabupaten/kota,i yangi menjadii dasari pelaksanaani Otonomii Daerah.i Urusani 

Pemerintahani Konkureni yangi menjadii kewenangani pemerintahi pusati 

adalahi apabilai lokasi,i penggunaan,i manfaati ataui dampaki negatifnyai lintasi 

                                                
13 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021 (https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-

umum/), diakses pada 23 Maret 2024, pukul 17.04).  
14 Ibid. 

https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/
https://setkab.go.id/ihwal-urusan-pemerintahan-umum/


9 

 

 
 

daerahi provinsii ataui lintasi negara,i penggunaani sumberi dayai lebihi efisieni 

apabilai dilakukani olehi pemerintahi pusat,i dan/ataui strategisi bagii 

kepentingani nasional.i Penyelenggaraannyai dilakukani olehi pemerintahi 

pusati (K/L),i GWPPi ataui instansii vertikali berdasarkani asasi dekonsentrasi,i 

ataui pemdai berdasarkani asasi Tugasi Pembantuan.i Urusani Pemerintahani 

Konkureni yangi menjadii kewenangani pemerintahi provinsii adalahi apabilai 

lokasi,i penggunaan,i manfaati ataui dampaki negatifnyai lintasi daerahi 

kabupaten/kota,i dan/ataui penggunaani sumberi dayai lebihi efisieni apabilai 

dilakukani olehi pemerintahi provinsi.i Sedangkani Urusani Pemerintahani 

Konkureni yangi menjadii kewenangani pemerintahi kabupaten/kotai adalahi 

apabilai lokasi,i penggunaan,i manfaati ataui dampaki negatifnyai dalami daerahi 

kabupaten/kota,i dan/ataui penggunaani sumberi dayai lebihi efisieni apabilai 

dilakukani olehi pemerintahi kabupaten/kota.15 

2.1.3 Sumberi dani Carai Memperolehi Kewenangan 

Asasi legalitasi adalahi prinsipi utamai darii sistemi negarai konstituentali negarai hukum.i 

Pemerintahi daerahi mengaturi dani mengelolai sendirii urusani pemerintahannya. i 

Sumberi kewenangani sangati pentingi karena,i sebagaii negarai kesatuan,i fungsii 

pemerintahani daerahi tidaki bolehi bertentangani dengani pemerintahi pusat.i Dalami 

negarai hukum,i sumberi kewenangani pemerintahani harusi berasali darii ketentuani 

hukumi yangi secarai kontekstuali berasali darii peraturani perundang-undangan.i 

Atribusi,i delegasi,i dani mandati adalahi tigai sumberi hukumi untuki kewenangan.16 

 

Kewenangani diperolehi melalulii tigai sumber,i yaitu: 

1. Atribusi 

Wewenangi atribusii didefinisikani secarai teknisi dalami Hukumi Tatai Negarai 

dani Hukumi Administrasii sebagaii wewenangi yangi diberikani ataui 

                                                
15 Ibid. 
16 Ridwan HR, Op.Cit, hlm.101.  
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ditetapkani untuki jabatani tertentu.i Istilahi atribusii berasali darii bahasai Latini 

"adi tribuere"i yangi berartii "memberikani kepada".17 

2. Delegasi 

Delegasii berasali darii bahasai Latini delegarei yangi artinyai melimpahkan.i i 

Konsepi wewenangi delegasii dengani demikiani adalahi wewenangi 

pelimpahan.i 
18

i Delegasii adalahi pelimpahani wewenangi olehi pejabati 

pemerintahani kepadai pihaki laini untuki membuati keputusan,i dani pihaki laini 

tersebuti bertanggungi jawabi atasi keputusani tersebut.i Pemberii delegasii 

disebuti delegans,i dani penerimai delegasii disebuti delegataris.i Jikai peraturani 

perundang-undangani sebelumnyai telahi membentuki dani memberii 

wewenangi kepadai badani ataui pejabati pemerintahani tertentu,i merekai dapati 

melakukani pendelegasiani wewenang.i Inii berartii wewenangi delegasii harusi 

didahuluii olehi wewenangi atribusi.i Tanpai adai atribusii makai tidaki adai 

delegasi.i 
19 

3. Mandat 

Mandati berasali darii bahasai Latini mandarei yangi artinyai memerintahkan.i 

Konsepi mandati dengani demikiani mengandungi maknai penugasan,i bukani 

pelimpahani wewenang.i Delegasii harusi diartikani pelimpahani wewenang,i 

sedangkani mandati diartikani penugasan.20 

Atribusii adalahi wewenangi aslii yangi diberikani kepadai badani ataui organi negarai 

berdasarkani peraturani perundang-undangan.i Delegasii adalahi penyerahani 

wewenangi olehi satui badani pemerintahani kepadai badani pemerintahani lainnya.i 

Mandati yaitui wewenangi yangi diperolehi dengani carai pelimpahani wewenangi darii 

organi negarai kepadai organi negarai lainnya.i pelimpahani kewenangani dani tanggungi 

jawabi masihi dipegangi olehi sipemberii mandat,i Penerimai mandati hanyai 

                                                
17 Philipus M Hadjon, Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum, dalam Hukum Administrasi 

dan Good Governance, (Jakarta :Universitas Trisakti, 2012), hlm. 20. 
18 Philipus M Hadjon, Ibid., hlm 21. 
19 Sri N H Susanto, “Metode Memperoleh Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”, Vol. 3 No. 

3, 2020, hlm. 435. 
20 Philipus M Hadjon, Loc.Cit. 
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menjalankani wewenangi pemberii mandat,i sehinggai tidaki dapati bertindaki untuki 

dani atasi namai sendiri. 

Kewenangani atribusii umumnyai digariskani melaluii pembagiani kekuasaani negarai 

olehi undang-undangi dasar,i kewenangani delegasii dani mandati adalahi kewenangani 

yangi berasali darii pelimpahan.i Bedanyai kewenangani delegasii dani kewenangani 

mandati yaitui padai kewenangani delegasii terdapati adanyai pemindahan/pegalihani 

kewenangani yangi ada,i ataui dengani katai laini pemindahani kewenangani atribusii 

kepadai pejabati dibawahnyai dengani dibarengii pemindahani tanggungi jawab.i 

Sedangkani padai kewenangani mandati yaitui dalami hali inii tidaki adai samai sekalii 

pengakuani kewenangani ataui pengalihtanganani kewenangan,i yangi adai hanyai janji-

janjii kerjai interni antarai penguasai dani pegawaii (tidaki adanyai pemindahani 

tanggungi jawabi ataui tanggungi jawabi tetapi adai yangi memberii mandat).i 
21 

Sanksii administrasii dalami hukumi administrasii negarai adalahi penerapani 

kewenangani pemerintah,i yangi berasali darii aturani tertulisi dani tidaki tertulisi aturani 

hukumi administrasii negara.i Kewenangani inii biasanyai memberikani kepadai 

pemerintahi untuki menetapkani norma-normai dalami hukumi administrasii negara,i 

dani jugai memberikani kewenangani untuki menegakkani norma-normai tersebuti 

melaluii penerapani sanksii bagii merekai yangi melanggari norma-normai tersebut.22 

2.2 Kebijakan 

2.2.1 Pengertiani Kebijakan 

Kamusi Besari Bahasai Indonesiai (KBBI)i mendefinisikani bahwai kebijakani adalahi 

rangkaiani konsepi dani asasi yangi menjadii garisi besari dani rencanai dalami pelaksaani 

suatui pekerjaan,i kepemimpinan,i dani carai bertindaki (tentangi pemerintahan, i 

organisasi,i dani sebagainya).23 

 

                                                
21 Nurmayani, Op.Cit, hlm. 27.  
22 Ridwan HR, Op.Cit, hlm.296.  
23https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan,  diakses pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 13.14. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan
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Noengi Muhadjiri menggambarkani kebijakani sebagaii upayai untuki memecahkani 

masalahi sosiali untuki kepentingani masyarakati dengani menggunakani prinsipi 

keadilani dani kesejahteraani masyarakati sebagaii dasar.i Kebijakani jugai harusi 

memenuhii empati tujuani utama:i (1)i meningkatkani kualitasi hidupi masyarakat,i (2)i 

mewujudkani keadilani sosiali melaluii hukum,i keadilani sosial,i dani kesempatani 

untuki kreativitasi dani prestasii individu,i (3)i memberikani kesempatani bagii 

masyarakati untuki berpartisipasii secarai aktifi dalami diskusi,i perencanaan,i 

keputusan,i dani pelaksanaan,i dani (4)i memastikani pengembangani berkelanjutan.24
i  

Sebagaimanai dikutipi olehi Amini Priatna,i Weihrichi dani Koontzi berpendapati bahwai 

kebijakani adalahi alati membersihkani hatii ataui harapani yangi mendorong,i inisiatifi 

tetatpi dalami keterbatasan.i Kebebasani tergantungi padai kebijakani dani sebaliknyai 

akani mereflesikani posisii dani kekuasaani dalami organisasi.25 

Menuruti Werfi i iai mengemukakani bahwai yangi dimaksudi dengani kebijakani adalahi 

suatui usahai untuki mencapaii tujuani tertentui melaluii tujuani tertentui dani dalami 

urutani tertentu.i Dii sisii lain,i dalami kebijakani Pemerintahi memilikii pengertiani yangi 

bakui sebagaii keputusani yangi dibuati secarai sistematisi olehi pemerintahi untuki 

maksudi dani tujuani tertentui yangi menyangkuti kepentingani umum.26 

Perundang-undangani adalahi dasari untuki pelaksanaani kebijakan.i Kebijakani sendirii 

terbagii menjadii duai bagian: 

1) Kebijakani internali (manajerial),i yaitui kebijakani suatui instansii yangi 

mempunyaii kekuasaani untuki mengikati organisasii pemerintahani itui sendiri.i  

                                                
24 Amin Priatna, Disertasi “Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada 

Universitas Pendidikan Indones”, Paca Sarjana UNJ, tahun 2008, h.15. 
25 Ibid. 
26 Subarsono. (Yogyakarta: 2005), Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.Pustaka 

Pelajar, h.87. 
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2) Kebijakani eksternali (publik),i yaitui kebijakani yangi bersifati mengikati 

publik,i makai dengani kebijakani tersebuti makai kebijakani tersebuti harusi 

tertulis.27 

2.2.2 Fungsii Kebijakan 

Fungsii kebijakani adalahi sebagaii panduani dan/ataui arahani yangi ditetapkani olehi 

pemerintah,i organisasi,i ataui lembagai untuki mencapaii tujuani tertentui ataupuni 

mengatasii masalah-masalahi tertentu.i  

 

Kebijakani dapati berkaitani dengani berbagaii bidang,i sepertii politik,i ekonomi,i 

sosial,i lingkungan,i kesehatan,i pendidikan,i dani yangi lainnya. 

Selaini itu,i berdasarkani strukturnya,i kebijakani publiki dapati bersifati nasional,i 

regional,i ataui lokal.i Contohnyai termasuki undang-undang,i peraturani pemerintah,i 

peraturani presiden,i peraturani menteri,i peraturani pemerintahi daerah,i provinsi,i 

gubernur,i dani keputusani bupatii dani walikota.i Secarai terminologi,i adai banyaki 

definisii kebijakani publiki (publici policy),i tergantungi padai carai kitai 

mengartikannya.28 

 

Beberapai fungsii utamai kebijakani meliputi: 

1. Penyelesaiani masalah:i Kebijakani ditetapkani untuki mengatasii masalahi ataui 

tantangani yangi dihadapii olehi suatui masyarakat,i organisasi,i ataui 

pemerintah.i Tujuani utamanyai adalahi untuki mencarii solusii yangi efektifi dani 

efisien. 

2. Pengaturani dani pengendalian:i Kebijakani digunakani untuki mengaturi dani 

mengendalikani perilakui ataui aktivitasi dii dalami suatui sistemi ataui 

lingkungani tertentu.i Tujuannyai adalahi menciptakani kerangkai kerjai yangi 

sesuaii dengani tujuani yangi ingini dicapai. 

                                                
27 Sudjito dkk, Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, sinkronisasi, harmonisassi, integrasi 

pelembagaan dan pembudayaan Pancasila dalam rangka memperkokoh kedaulatan bangsa, 

(Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM: 2014), hlm. 222. 
28 Taufiqurokhman, Kebijakan Publik, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 

Moestopo Beragama Pers: 2014), hlm.3.  
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3. Perubahani sosiali :i Kebijakani dapati digunakani sebagaii alati untuki 

menciptakani perubahani sosiali yangi diinginkani ataui mengatasii 

ketidakadilani ataui masalah-masalahi strukturali dalami masyarakat. 

4. Pemenuhi kepentingani publiki :i Kebijakani seringi kalii ditetapkani untuki 

memenuhii kepentingani dani kebutuhani publiki secarai keseluruhan,i sertai 

untuki mencapaii kesejahteraani dani kemajuani masyarakat.i  

5. Pencegahi konfliki :i Kebijakani dapati dirancangi untuki mencegahi ataui 

mengurangii konfliki antarai berbagaii kelompoki ataui golongani masyarakati 

yangi berbedai kepentingan.i  

 

2.3 Impor 

2.3.1 Pengertiani Impor 

Impori adalahi arusi masuki darii sejumlahi barangi dani jasai kei dalami pasari sebuahi 

negarai baiki untuki keperluani konsumsii ataupuni sebagaii barangi modali ataui bahani 

bakui produksii dalami negeri.i 
29

i Pengertiani impori sebagaimanai dikemukakani olehi 

Ahsjari Pengertiani impori adalahi memasukani barangi darii luari negerii kedalami 

wilayahi Indonesiai dengani memenuhii ketentuani yangi berlaku.i 
30

i Menuruti 

Ratnasari,i impori adalahi prosesi barangi ataui komoditasi darii suatui negarai kei negarai 

laini secarai legal,i umunyai dalami prosesi perdagangan.i Prosesi impori umumnyai 

adalahi tindakani memasukani barangi ataui komoditasi darii negarai laini kei dalami 

negeri.31
i Impori merupakani perpindahani barangi ataui jasai darii suatui negarai kei 

negarai laini yangi bersifati legal,i biasai dikenali dalami perdagangani internasional. i 

Impori merupakani tindakani memasukkani barangi ataui jasai darii negarai laini kei 

dalami negeri.i Juali belii inii melibatkani campuri tangani beai cukaii padai negarai 

                                                
29 Edward Christianto, “Faktor Yang Mempengaruhi Volume Impor Beras Di Indonesia”, Jurnal 

JIBEKA, Vol. 7 No. 2, (Agustus 2013), h. 39.  
30 Ahsjar Djauhari, Pedoman Transaksi Ekspor & Impor (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 153.  
31 Jimmy Benny, “Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di 

Indonesia”. Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 4, (Desember 2013), h. 1408.  
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pengirimi maupuni penerima.i Impori merupakani bagiani utamai dani pentingi dalami 

sendii perdagangani internasional.i 
32 

Berdasarkani definisii dii atasi dapati disimpulkani bahwai impori merupakani prosesi i 

masuknyai barangi dani jasai kei dalami pasari sebuahi negarai baiki untuki keperluani 

konsumsii ataupuni barangi modali produksii dalami negeri.i Kegiatani inii terdapati 

pelakui pertukarani barangi dani jasa,i ataui yangi biasai disebuti importir.i Dapati 

diartikani bahwai importiri adalahi orangi ataui badani usahai yangi melakukani kegiatani 

perdagangani dengani carai memasukkani barangi ataui jasai darii luari negerii kei dalami 

negeri. 

Importiri terdirii darii beberapai macami sebagaii berikut:i  

a) Importiri umum,i adalahi pihaki yangi memperolehi izini perdagangani umumi 

untuki mengimpori barangi dengani tujuani untuki diperjuali belikani kembalii dii 

pasari dalami negeri. 

b) Importiri terbatas,i adalahi pihaki yangi memperolehi izini perdagangani umumi 

untuki mengimpori barangi tertentui yangi diaturi olehi pemerintah. 

c) Importiri produsen,i merupakani sebuahi badani usahai ataui produseni yangi 

memilikii izini untuki mengimpori barangi tertentu.i Tujuannyai adalahi untuki 

memenuhii permintaani dalami negeri. 

d) Ageni tunggal,i merupakani perusahaani yangi diizinkani untuki mengimpori 

barangi yangi dimilikii olehi agennyai dani telahi diakuii sebagaii ageni tunggali 

olehi menterii perindustriani dani perdagangan.33 

Aktivitasi impori akani menghasilkani alirani uangi kei luari negerii dani imbalanyai 

adalahi barangi dani jasai luari negerii masuki kei dalami negeri.i Alirani barangi dani jasai 

luari negerii yangi masuki kei dalami negerii berpotensii mengancami industrii ataui bisniai 

                                                
32 Sugiyah, Nurhidayati, “Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu di PT Sinar Pratama 

Agung Jakarta”, Vol. 16 No. 2, (Oktober 2010), hlm. 270.  
33 Agung Feryanto, Mengenal Ekspor dan Impor, (Klaten, Cempaka Putih, 2018), hlm. 23.  
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dalami negerii yangi menghasilkani barangi dani jasai sejenisi yangi akhirnya i 

menurunkani pendapatani nasional.i 
34 

2.3.2 Pengaturani Impori Barangi dii Indonesia 

Undang-Undangi No.i 7i Tahuni 2014i tentangi Perdagangani Pasali 32i menyatakani 

bahwai produseni ataui importiri yangi memperdagangkani barangi terkaiti dengani 

keamanan,i keselamatan,i kesehatan,i dani lingkungani hidupi memilikii kewajibani 

untuki mendaftarkani barangi tersebuti kepadai Menterii dani mencantumkani nomori 

tandai pendaftarani padai barangi ataui kemasannya.i Kewajibani inii harusi dilakukani 

sebelumi barangi beredari dii pasar.i Namun,i adai pengecualiani bagii barangi yangi telahi 

diaturi pendaftarannyai berdasarkani ketentuani peraturani perundang-undangan.i 

Kriteriai keamanan,i keseluruhan,i kesehatan,i dani lingkungani hidupi dapati ditetapkani 

berdasarkani Standari Nasionali Indonesiai (SNI)i ataui standari laini yangi diakui.i 

Barangi yangi tercakupi dalami aturani inii ditetapkani melaluii peraturani presiden.i Jikai 

SNIi telahi diberlakukani secarai wajib,i barangi tersebuti harusi memenuhii ketentuani 

pemberlakuani SNIi secarai wajib.35 

Pasali 33i darii Undang-Undangi No.i 7i Tahuni 2014i tentangi Perdagangani menyatakani 

bahwai produseni ataui importiri yangi tidaki memenuhii ketentuani pendaftarani barangi 

sebagaimanai diaturi dalami Pasali 32i ayati (1)i wajibi menghentikani kegiatani 

perdagangani barangi dani menariki barangi darii distributor,i agen,i grosir,i pengecer,i 

dan/ataui konsumen.i Perintahi penghentiani kegiatani perdagangani dani penarikani 

barangi darii distribusii dilakukani olehi Menteri.i Produseni ataui importiri yangi tidaki 

mematuhii ketentuani inii dapati dikenaii sanksii administratifi berupai pencabutani izini 

usaha. 

Pasali 47i darii Undang-Undangi No.i 7i Tahuni 2014i tentangi Perdagangani menyatakani 

bahwai setiapi importiri wajibi mengimpori barangi dalami keadaani baru,i kecualii jikai 

dalami keadaani tertentui Menterii dapati menetapkani barangi yangi diimpori dalami 

                                                
34 Detri Karya, Makroekonomi Pengantar Untuk Manajemen, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), hlm. 

151.  
35 Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 
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keadaani tidaki baru.i Penetapani inii disampaikani kepadai Menterii yangi 

menyelenggarakani urusani pemerintahani dii bidangi keuangan,i dani lebihi lanjuti 

diaturi dengani Peraturani Menteri. 

Dalami implementasii Undang-undangi No.i 7i tahuni 2014i tentangi Perdagangan,i 

Pasali 48i mengaturi bahwai surati persetujuani impori barangi dalami keadaani tidaki 

baru,i sebagaimanai dijelaskani dalami Pasali 47i ayati (2),i harusi diserahkani saati 

melaksanakani kewajibani pabeani sesuaii dengani regulasii yangi berlakui dii bidangi 

kepabeanan. 

 

Dalami Undang-Undangi No.i 7i tahuni 2014i tentangi Perdagangan,i baiki pedagangi 

barangi maupuni jasa,i baiki dii dalami maupuni dii luari negeri,i diaturi bahwai barangi 

yangi diimpori harusi beradai dalami keadaani baru.i  

 

Namun,i munculnyai masalahi barangi impori berupai pakaiani bekasi yangi mulaii 

beredari dii Indonesiai telahi memicui pemerintahi untuki membuati peraturani khusus.i 

Melaluii Peraturani Kementeriani Perdagangani Nomori 40i Tahuni 2022i tentangi 

Barangi Dilarangi Ekspori dani Barangi Dilarangi Impor,i pakaiani bekasi dinyatakani 

sebagaii barangi yangi dilarangi impori karenai potensii bahayai terhadapi kesehatani 

masyarakat.i Hali inii menunjukkani pentingnyai regulasii yangi ketati dalami mengaturi 

impori barangi agari tidaki membahayakani kesehatani manusia. 

2.3.3 Syarati Impori Barangi kei Indonesiai  

Bilai akani melakukani kegiatani impor,i setiapi orangi ataui perusahaani berbadani 

hukumi terlebihi dahului harusi melengkapii dirii dengani Surati Keterangani Domisilii 

Usahai (SKDU),i Nomori Pokoki Wajibi Pajaki (NPWP),i Surati Izini Usahai 

Perdagangani (SIUP),i dani Tandai Daftari Perusahaani (TDP).36 

 

                                                
36 Sugiyah, Nurhidayati, “Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu Di PT Sinar 

Pratama Agung Jakarta”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol 16 No.02, 2019, hlm.271. 
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Untuki mengimpori barangi kei Indonesia,i terdapati beberapai syarati yangi perlui 

dipenuhii sesuaii dengani peraturani yangi berlaku.i Berikuti adalahi beberapai syarati 

umumi yangi biasanyai diperlukani untuki prosesi impori barangi kei Indonesia: 

1. Memilikii Izini Importir:i Wajibi memilikii izini sebagaii importiri yangi 

dikeluarkani olehi Kementeriani Perdagangani ataui Badani Koordinasii 

Penanamani Modali (BKPM). 

2. NPWPi (Nomori Pokoki Wajibi Pajak):i NPWPi diperlukani untuki keperluani 

administrasii dani pembayarani pajak. 

3. APIi (Angkai Pengenali Importir):i APIi adalahi nomori registrasii yangi 

diperlukani untuki melakukani kegiatani impor. 

4. PIBi (Pemberitahuani Impori Barang):i Dokumeni inii diperlukani untuki 

melaporkani impori barangi kei Beai Cukai. 

5. Surati Keterangani Impori (SKI):i Dokumeni inii diperlukani untuki 

mendapatkani izini impori darii instansii terkait. 

6. Laporani Pabean:i Setelahi barangi tibai dii pelabuhan,i Andai perlui membuati 

laporani pabeani dani membayari beai masuki sertai pajaki lainnya. 

7. Persetujuani Lainnya:i Tergantungi padai jenisi barangi yangi diimpor,i 

mungkini diperlukani persetujuani ataui izini khususi darii instansii terkaiti 

sepertii Kementeriani Perindustrian,i Kementeriani Kesehatan,i ataui instansii 

lainnya. 

Parai importiri perlui untuki memahamii persyaratani dani proseduri impori yangi berlakui 

agari prosesi impori barangi kei Indonesiai dapati berjalani lancari dani sesuaii dengani 

ketentuani hukumi yangi berlaku. 

 

2.3.4 Proseduri Impori Barang 

Proseduri impori barangi adalahi tahapani langkahi yangi harusi dilakukani olehi importiri 

untuki memasukkani barangi darii daerahi pabeani negarai laini kei daerahi pabeani 

Indonesia.i i sedangkani yangi i dimaksudi dengani Daerahi kepabeanani adalahi wilayahi 

i RIi yangi meliputii wilayahi darat,i peairan,i dani ruangi udarai diatasnyai ,i sertai tempati 

–i tempati tertentui dii zonai Ekonomii Eksklusifi i dani landasani kontineni i (UUi Nomori 
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17i tahuni 2006i tentangi perubahani atasi UUi Nomori 10i Tahuni 1995i tentangi 

Kepabeanan).37 

Proseduri Impori barangi terdirii darii beberapai bagian,yaitu:i  

a) Bisai menggunakani kapali ataui pesawat.i  

b) Memintai kelengkapani dokumeni impori aslii kei pihaki supplieri dii luari negerii 

agari segerai dikirimi kei Indonesia.i  

c) Membayari Beai Masuki dani Pajaki Impori seseuaii dengani jenisi barangi yangi 

diimpor.i Bisai melakukani pembayarani dii banki yangi sudahi bekerjasamai 

dengani pemerintahi untuki pembayarani pajaki impor.i  

d) Memberitahui kei Beai Cukaii dengani menggunakani dokumeni 

Pemberitahuani Impori Barangi (PIB)i sertai dokumeni impori pelengkapi 

lainnya.i  

e) Kemudian,i Beai Cukaii akani menetapkani jaluri terhadapi prosesi impori Anda.i 

Apakahi itui jaluri hijau,i kuning,i merahi ataui prioritas.i  

f) Jikai prosesi impori telahi disetujui,i Beai Cukaii akani menerbitkani Surati 

Persetujuani Pengeluarani Barangi (SPPB).i  

g) Apabilai SPPBi sudahi terbit,i secarai hukumi barangi impori sudahi 

mendapatkani izini untuki masuki wilayahi Indonesia.38 

Bilai akani melakukani kegiatani impor,i setiapi orangi ataui perusahaani berbadani 

hokumi terlebihi dahului harusi melengkapii dirii dengani Surati Keterangani Domisilii 

Usahai (SKDU),i Nomori Pokoki Wajibi Pajaki (NPWP),i Surati Izini Usahai 

Perdagangani (SIUP),i dani Tandai Daftari Perusahaani (TDP).39 

Dijelaskani bahwai Peraturani Pemerintahi Nomori 102i Tahuni 2000i tentangi Standari 

Nasionali Indonesiai harusi diterapkani padai barangi yangi diimpori kei Indonesia.i 

                                                
37 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, 2013, “Prosedur dan Dokumen Impor”: 
(http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/accepted_rsses/view/50f4f70d-633c-4b88-a2e2-

01510a1e1e48),  diakses pada tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 13.46. 
38 Zusnita Meyrawati, Identifikasi Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Di Bidang 

Pengurusan Kepabeanan dalam Perspektif Angkutan Multimoda, Jurnal Penelitian Transportasi 

Mulimoda, Vol.13 No.04 Desember 2015, hlm.205.  
39 Sugiyah, Nurhidayati, Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu di PT Sinat Pratama 

Agung Jakarta, Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol.16 No. 04, Oktober 2019, hlm.271. 

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/accepted_rsses/view/50f4f70d-633c-4b88-a2e2-01510a1e1e48
http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/accepted_rsses/view/50f4f70d-633c-4b88-a2e2-01510a1e1e48
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karenai parai importiri selalui memperhatikani kualitasi dani mutui barangnya,i yangi 

membuati produseni impori memilikii dayai saingi dalami hali kualitasi untuki selalui 

dapati menyediakani produki berkualitasi tinggi.i Karenai produki yangi tidaki memilikii 

tandai SNIi tidaki dapati dijuali dii Indonesia,i importiri harusi memilikii tandai SNIi 

sebelumi menerimai barangi impor.40 

2.4 Thrifting 

2.4.1 Pengertiani Thrifting 

Thrifti adalahi barangi bekasi yangi berasali darii barangi impor.i Banyaki darii barangi 

thrifti yangi kondisinyai sepertii barui (bisai karenai adai sedikiti cacati produksi)i ataui 

barangi sisai produksii darii luari negerii yangi tidaki 100%i mulus.i Barangi thrifti 

biasanyai banyaki diburui karenai biasanyai terbatasi dani ‘tidaki pasaran’.i Thriftingi 

adalahi kegiatani berburui barang-barangi thrift.i Sehinggai dapati diartikani bahwai 

Thriftingi merupakani kegiatani yangi dilakukani dengani mencarii berbagaii barangi 

bekasi yangi diinginkan,i ataui barangi bekasi yangi sudahi dipakaii tetapii masihi layaki 

untuki dijual.i  

 

Kegiatani inii bisai dilakukani dengani berjalan-jalani kei pasari ataui bisai jugai dibelii dii 

e-commercei yangi menyediakani barangi thrift.i Banyaki orangi yangi gemari 

melakukani kegiatani inii karenai selaini bisai mendapatkani barangi dengani hargai 

murah,i jugai mendapatkani sensasii ‘menantang’i jikai dilakukani dii pasari thrifti sambili 

berebutani barangi dengani orangi lain.i Sementarai thrifti shopi adalahi tokoi ataui wadahi 

untuki menjuali barang-barangi thrift.i Saati inii thrifti shopi menjadii peluangi bisnisi 

barui dii kalangani anaki mudai karenai modali yangi dikeluarkani sedikiti sedangkani 

peminatnyai sangati banyak.i 
41 

 

                                                
40 Chandra Dwi, Tinjauan Yuridis Terhadap Produk Impor Berupa Barang Yang Tidak 

Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia (Analisa Kasus Putusan No.1210/Pid.B/2014/PN.Bjm), 

Jurnal Ilmiah, Vo,1 No.2 Januari 2022, hlm.4.  
41 Hadjar Chanissa Nur Malika, 2021, “Thrifting: Evolusi Barang Loak Sebagai Pop 

Culture”:https://www.uc.ac.id/fikom/thrifting-evolusi-barang-loak-sebagai-pop-culture/, diakses 

pada tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 19.59. 

https://www.uc.ac.id/fikom/thrifting-evolusi-barang-loak-sebagai-pop-culture/
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Katai Thrifti merupakani Bahasai Inggris,i yangi dalami Bahasai Indonesiai dapati 

diartikani sebagaii ‘penghematan’.i i Tujuani dani maksudi darii sebagiani masyarakati 

yangi melakukani kegiatani thriftingi ialahi untuki penghematan,i karenai barangi thrifti 

memilikii hargai yangi jauhi lebihi murahi dibandingi hargai normal,i termasuki barangi 

bermereki yangi berasali darii luari negerii ataui impor,i ataui bahkani barangi maupuni 

pakaiani limitedi editioni yangi sudahi tidaki diproduksii olehi perusahaan.i Tujuani 

thriftingi ialahi membantui dalami upayai penghematani polusii ataui limbahi karenai 

industrii tekstili dani pakaiani merupakani salahi satui pemasoki polusii dani limbahi 

tekstili terbesari dii dunia.i 
42 

Pakaiani bekasi inii memilikii hargai yangi jauhi lebihi murah.i Apalagii saati inii sedangi 

terjadii trendi thrifti dani bisnisi pakaiani bekasi bermereki masihi berlanjuti darii tahuni 

ketahun.i Pakaiani thrifti menjadii salahi satui alternatifi yangi masihi disukaii olehi parai 

pemudai dani kaumi millenial.i  

Pakaiani bekasi berasali darii berbagaii negara,i tetapii lebihi banyaki darii Jepangi dani 

Korea.i Hali inii terjadii karenai pakaiani bekasi darii keduai negarai tersebuti memilikii 

kelebihan,i yaitui ukurannyai hampiri samai dengani orangi Indonesiai dani stylei darii 

pakaiani bekasi tersebuti yangi menjadii faktori utamai dalami pemilihani pakaiani yangi 

akani dijual.i Selaini itu,i budayai Jepangi dani Koreai telahi populeri dii Indonesia.i 

Misalnya,i gayai fashioni Harajukui dani Hwalyui darii Koreai telahi menjadii sangati 

digemarii dani menjadii gayai dii Indonesia.43 

Sampaii saati inii peminati akani bajui thriftingi semakini meningkati darii tahuni ketahuni 

yangi kemudiani membuati seseorangi berminati untuki membukai usahai ini,i 

kebanyakani usahai inii dilakukani olehi anaki mudai taki jarangi jugai bisnisi dilakukani 

olehi orangi tuai yangi notabennyai masihi mengikutii perkembangani zamani saati ini.i 

Dengani usahai sepertii inii membuati masyarakati yangi awalnyai tidaki taui maui 

                                                
42 Anggie Arta dkk, Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting melalui Feed Instagram, 

Jurnal Barik, Vol.3 No.2 Tahun 2022, hlm.126.  
43 Louisa Wisnuwardhani dkk, Jurnal Ilmu Administrasi (JAB) Vol.1 Nomor 1 Tahun 2015 

“Upaya Peningkatan Penjualan Baju BekasMelalui Media Facebook (Studi pada Viee Second 

Kalla)”, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.  
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berbisnisi apai bisai membukai bisnisi inii dengani mudahi sertai dengani usahai inii 

banyaki membukai lapangani pekerjaani sepertii menjagai toko,i dani jugai mengangkuti 

barangi impori yangi barui sampaii masuki kedalami tokoi untuki disortiri kembalii 

pakaiani manai yangi masihi layaki diperjuali belikani dengani hargai tertentui dengani 

begitui usahai inii bisai mengurangii sedikiti pengangguran.44
i  

2.4.2 Sejarahi Thrifting 

Thriftingi pertamai kalii munculi selamai Revolusii Industrii abadi ke-19,i yangi 

memperkenalkani produksii massali pakaiani dani mengubahi perspektifi masyarakati 

terhadapi duniai mode.Saati itui pakaiani sangati murah,i dani orangi menganggapi 

pakaiani itui sekalii pakai.i Hali inii menyebabkani menumpuknyai produki yangi dibuah,i 

sehinggai manusiai menjadii sangati konsumtif.i Parai pendatangi biasanyai 

menggunakani barang-barangi bekasi ini.i Padai tahuni berikutnya,i Salvataioni Armyi 

(organisasii nirlabai internasional),i mengumpulkani barangi yangi tidaki terpakaii 

untuki diberikani kepadai orangi lain.45 

 

Pakaiani bekasi awalnyai ditunjukkani untuki korbani bencanai alami ataui dilelangi olehi 

artis.i Gayai barui diciptakani olehi treni pakaiani bekasi ataui thrift.i Tidaki diragukani 

lagi,i fashioni adalahi komponeni pentingi dalami menentukani identitasi seseorang.i 

Tanpai disadari,i fashioni dapati menunjukkani statusi individu.i Fashioni telahi menjadii 

salahi satui barangi yangi palingi dicarii olehi masyarakati moderni karenai merupakani 

kebutuhani utamai bagii setiapi orang.46 

 

Aktivitasi thriftingi untuki saati inii dipopulerkani kembalii olehi masyarakat.i Kehadirani 

thrifti shoppingi dii Indonesiai sudahi tidaki asingi lagi.i Berbagaii titiki lokasii pasari sertai 

                                                
44 Azizan Fatah, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, P.Gusti 

Delima Agnesia, “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift”, Jurnal 

Economina, Vol 2, No 1, 2023, hlm. 288.  
45 Rifky Ghilmansyah dkk, “Fenomena Thrifting Sebagai Gaya Hidup Millenial Bogor”, Jurnal 

Nomosieca, Vol.8 April 2022, hlm. 5.  
46 Pusat Kebijakan perdagangan Luar Negeri, BP2KP, “Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas”,  

(Kementerian Perdagangan: 2015), hlm. 6. 
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lapaki kinii hadiri dengani penjualani pakaiani bekas.47
i Pakaiani bekasi jugai dapati 

ditemukani dii pinggiri jalan,i tetapii disaati inii pakaiani bekasi dapati banyaki dijumpaii 

dii mediai sosiali karenai sekarangi banyaki yangi beralihi menggunakani platformi 

mediai sosiali sebagaii saranai penyebarani penjualan.48
i Kecenderungani untuki 

membelii pakaiani bekasi puni berkembangi pesati hinggai saati ini.i Juali belii dilakukani 

baiki secarai onlinei maupuni offline.i  

 

2.4.3 Dasari Hukumi Pelarangani Thrifting 

Larangani thriftingi inii tidaki semata-matai dibuat.i Pemerintahi memperhatikani 

beberapai aspeki yangi merugikani negara,i konsumen,i bahkani penjual.i Salahi satui 

alasani pemerintahi melarangi pakaiani bekasi impori masuki adalahi karenai hasili 

pengujiani yangi dilakukani olehi Kementeriani Perdagangan,i yangi dilakukani dii Balaii 

Pengujiani Mutui Barangi (PMB).i Menuruti Pakari Kesehatani Masyarakati Ardinii 

Raksanagara,i jamuri kapangi dii seratnyai dapati terjadii karenai pakaiani terlalui lamai 

disimpani dalami suhui tinggi.i Sebelumi diimpor,i pakaiani bekasi biasanyai disimpani 

dii dalami karungi untuki jangkai waktui yangi cukupi lamai dii dalami gudangi yangi 

memilikii kelembapani tinggii untuki mencegahi bibiti jamuri tumbuh.i Karenai pakaiani 

tersebuti bersentuhani langsungi dengani kulit,i pencemarani jamuri kapangi inii dapati 

menyebabkani gatal-gatal,i reaksii alergi,i efeki beracun,i iritasi,i dani infeksi.i Selaini 

itu,i sporai jamuri lebihi berbahayai karenai terhirupi dani masuki kei paru-paru.i dapati 

menyebabkani pneumokoniosis,i kelainani yangi disebabkani olehi penumpukani debui 

dalami paru-paru,i yangi menyebabkani reaksii jaringani terhadapi debui ataui rasai 

sesak.i Selaini jamuri dani bakteri,i zati kimiai ataui debui jugai dapati menyebabkani 

penyakit,i terutamai jikai bahani yangi digunakani adalahi katun.49 

 

                                                
47 Ni Kadek Suarningsih dkk, “Thrift Shopping Sebagai Alternatif Konsumsi Fashion Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana”,  Jurnal Crepido, Vol.2 No.1, 2022, 

hlm. 2.  
48 Amirah Shinta dkk, “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop Terhadap Tingkat 

Konsumsi Fashion Di Masa Pandemi”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.11 No.1, 2021, hlm .97.  
49 Ibid.  
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Dengani begitu,i pemerintahi Indonesiai melarangi kegiatani juali belii pakaiani bekasi 

impori (thrifting)i dengani mengeluarkani yangi dituangkani dalami Peraturani Menterii 

Perdagangani Republiki Indonesiai Nomori 18i Tahuni 2021i tentangi Barangi Dilarangi 

Ekspori dani Barangi Dilarangi Impori sebagaimanai telahi diubahi dengani Peraturani 

Menterii Perdagangani Republiki Indonesiai Nomori 40i Tahuni 2022,i dimanai barangi 

yangi dilarangi untuki diimpori kei Indonesiai berupai kantongi bekas,i karungi bekas,i 

dani pakaiani bekas.i  

 

Sesuaii dengani ketentuani yangi diaturi dalami Undang-Undangi Perlindungani 

Konsumeni dani Impori Barang,i pelakui usahai yangi melanggari aturani inii dapati 

dihukumi dengani pidanai penjarai hinggai 5i tahuni ataui dendai hinggai Rp2i miliar. 

 

Selaini itu,i Kementeriani Perdagangani telahi menetapkani peraturani yangi melarangi 

impori pakaiani bekasi dani beberapai barangi bekasi lainnya.i Permendagi Nomori 40i 

Tahuni 2022,i khususnyai Bagiani IVi dengani posi tarifi ataui HSi 6309.00.00,i barangi 

yangi Dilarangi termasuki pakaiani bekas,i kantongi bekas,i dani karungi bekas.i Importiri 

harusi mengimpori barangi dalami keadaani baru,i kecualii jikai adai penetapani darii 

Pemerintahi Pusati yangi memperbolehkani barangi tertentui untuki diimpori dalami 

keadaani tidaki baru.50 

 

2.5 Sanksii Hukum 

2.5.1 Pengertiani Sanksi 

Hukumi adalahi normai ataui aturani yangi digunakani untuki mengaturi tingkahi lakui 

manusiai agari terciptanyai masyarakati yangi aman,i tertib,i damai,i dani tentram.i 

Dengani katai lain,i hukumi adalahi serangkaiani aturani yangi berisii perintahi ataui 

                                                
50 Annisa Medina Sari, “Dasar Hukum dan Dampak Impor Pakaian Bekas di Indonesia”: 

(https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia/) Diakses 

pada 17 Oktober 2023, 19.06). 
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larangani yangi bersifati memaksai untuki mencapaii kondisii yangi aman,i tertib,i damai,i 

dani tentram.i Terdapati sanksii bagii yangi melanggarnya.i 
51 

Menuruti Kamusi Besari Bahasai Indonesia,i sanksii dapati berartii tanggungan,i 

tindakan,i ataui hukumani jikai seseorangi melanggari suatui perjanjiani ataui 

peraturan.52
i Sanksii adalahi tanggungan,i tindakan,i ataui hukumani yangi digunakani 

untuki memaksai seseorangi untuki mematuhii perjanjiani ataui mematuhii ketentuani 

undang-undang.53 

Demii menjagai ketertiban,i ketentraman,i dani kedamaian,i lembagai negarai dapati 

memberlakukani sanksii hukumi terhadapi siapapuni yangi melanggari hukum.i Sanksii 

hukumi berfungsii untuki membuati seseorangi menjadii patuhi dani taati terhadapi 

peraturani hukum.i Namun,i sanksii hukumi bukani merupakani komponeni utamai darii 

hukum,i jadii tidaki semuai hukumi harusi mengandungi sanksii hukum.54 

2.5.2 Sanksii Administratif 

Sanksii yangi dikenakani terhadapi pelanggarani administratifi ataui ketentuani undang-

undangi administratifi disebuti sanksii administratif.i Sanksii administratifi dapati 

berupai denda,i peringatani tertulis,i pencabutani izini tertentu,i dani lainnya 

Dalami ketentuani Pasali 18i angkai 29i Perppui Ciptai Kerjai yangi memuati barui Pasali 

71Ai ayati (1)i Undang-Undangi Nomori 27i Tahuni 2007,i diterangkani sejumlahi sanksii 

administratifi sebagaii berikut: 

1. Peringatani tertulis. 

2. Penghentiani sementarai kegiatan. 

3. Penutupani lokasi. 

4. Pencabutani perizinani berusaha. 

                                                
51 Laurensius Arliman, “Penegakkan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat”,  (Yogyakarta, CV 

Budi Utama, 2015), hlm. 9.  
52 S.Wojow Asito, “Kamus Bahasa Indonesia”, (Malang: C.V. Pengarang, 1999), hlm. 348.  
53 Mahrus Ali, “Dasar-Dasar Hukum Pidana”, (Jakarta, 2015) hlm. 202.  
54 Bakri, “Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1”, 

(Malang: UB Press, 2013), Cet Ke-2, hlm. 8-9. 
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5. Pembatalani perizinani berusaha. 

6. Dendai administratif.i 
55 

Setiapi pelakui usahai yangi tidaki memenuhii Perizinani Berusahai dapati dikenakani 

sanksii administratifi berupa:i  

1. tegurani tertulis; 

2. penarikani Barangi darii Distribusi; 

3. penghentiani sementarai kegiatani usaha; 

4. penutupani Gudang; 

5. denda;i dan/atau 

6. pencabutani Perizinani Berusaha.56 

 

 

2.5.3 Sanksii Pidana 

Sanksii pidanai adalahi hukumani sebabi akibat,i dii manai sebabi adalahi kasusi dani 

akibati adalahi hukuman.i Barangi siapai yangi terkenai akibati akani mendapatkani 

sanksi,i baiki dengani penjarai maupuni dengani hukumani laini yangi diberikani olehi 

pihaki berwajib.i  

Sanksii pidanai adalahi sanksii yangi bersifati nestapai yangi diancamkani ataui 

dikenakani terhadapi perbuatani ataui pelakui perbuatani pidanai ataui tindaki pidanai 

yangi dapati menggangui ataui membahayakani kepentingani hukum.i Sanksii pidanai 

padai dasarnyai berfungsii sebagaii penjamini untuki mendorongi pelakui kejahatani 

untuki memperbaikii perilakui mereka.i Namun,i kadang-kadang,i sanksii pidanai 

digunakani sebagaii ancamani terhadapi kebebasani manusia.i  

Sanksii pidanai diberikani kepadai seseorangi yangi bersalahi karenai melakukani 

perbuatani yangi dilarangi olehi hukumi pidanai dengani bentuki penderitaani ataui 

nestapa.i Dengani adanyai sanksii ini,i diharapkani orangi tidaki akani melakukani tindaki 

                                                
55 Hukum Online, “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif”, 

(https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-sanksi-lt4be012381c490/, diakses pada 26 

Oktober 2023, 20.05).  
56 Pasal 46 angka 27 Perppu Ciptaker yang menambah pasal baru yaitu Pasal 77A UU 7/2014.  

https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-sanksi-lt4be012381c490/


27 

 

 
 

pidanai lagi.57
i Sanksii hukumi diaturi dalami pasali 10i Kitabi Undang-i Undangi Hukumi 

Pidanai (KUHP),i yaitu: 

1.i Hukumani Pokok,i yangi terdirii atas:i  

a. Hukumani mati,i  

b. Hukumani penjara,i  

c. Hukumani kurungan,i  

d. Hukumani denda.i  

2.i Hukumani tambahan,i yangi terdirii atas:i  

a. Pencabutani hak-haki tertentu,i  

b. Perampasani barang-barangi tertentu,i  

c. Pengumumani keputusani hakimi 
58

i  

Padai dasarnya,i setiapi importiri yangi mengimpori barangi dalami keadaani tidaki barui 

dipidanai dengani pidanai penjarai palingi lamai 5i (lima)i tahuni dan/ataui pidanai dendai 

palingi banyaki Rp5i miliar.i 
59 

 

 

 

 

                                                
57 Mahrus Ali,  Op.Cit, hlm.194.  
58 Moeljatno, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 

5-6.  
59   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 111.  
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BABi IIIi  

METODEi PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatani Masalah 

Dalami penelitiani inii menggunakani pendekatani masalahi yuridis-empiris.i 

Pendekatani yuridis-empirisi adalahi pendekatani yangi menggabungkani analisisi 

hukumi secarai teoritisi (yuridis)i dengani pengumpulani datai empirisi untuki 

mendapatkani pemahamani yangi lebihi komprehensifi tentangi suatui fenomenai 

hukum.i Tujuani penelitiani adalahi untuki mencapaii tujuani yangi telahi ditentukani 

melaluii pelaksanaani ataui pelaksanaani ketentuani hukumi dani kontraki secarai nyatai 

padai setiapi peristiwai hukumi tertentui yangi terjadii dalami masyarakat.i Penelitiani 

dilakukani dengani melakukani kajiani langsungi kei narasumberi gunai memperolehi 

kejelasani informasii terkaiti kewenangani dani faktori penghambati bagii pemerintahi 

Kabupateni Pringsewui dalami upayai menanggulangii juali belii pakaiani bekasi impori 

(thrifting). 

 

3.2 Sumberi Datai dani Jenisi Data 

3.2.1 Datai Primer 

Datai primeri merupakani datai dasari yangi diperolehi darii respondeni sertai wawancarai 

langsungi dengani subjeki penelitiani untuki memperolehi datai yangi diperlukani dalami 

penelitian.i Wawancarai inii akani dilakukani terhadapi tigai orangi informan.i Informani 

penelitiani inii adalahi Sulistiyoi Ningsih,i SE.MMi selakui Sekretarisi Dinasi Koperasii 

dani UMKM,i Perindustriani dani Perdagangani Pemerintahi (Diskoperindag)i 

Kabupateni Pringsewu,i Rekai Pahlefi,i S.T.,M.Ti selakui Kepalai Bidangi Perdagangani 

dani satui orangi pemiliki usahai yangi melakukani kegiatani penjualani pakaiani bekasi 

impori (thrifting)i i dii Kabupateni Pringsewu.i  
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3.2.2 Datai Sekunderi  

Datai sekunderi adalahi datai penelitiani yangi diperolehi dengani mempelajarii dani 

mengkonsultasikani bahan-bahani hukum,i asas-asasi hukum,i peraturan-peraturani 

dani dokumen-dokumeni laini melaluii pembacaan,i penyalinan,i pengutipan,i analisis,i 

dani lain-lain.i Datai sekunderi yangi digunakani dalami penelitiani inii meliputii 3i (tiga)i 

jenis,i yaitu: 

1. Bahani Hukumi Primer 

Bahani hukumi primeri merujuki kepadai sumberi hukumi utamai ataui aslii yangi 

digunakani dalami sistemi hukumi untuki membentuki dani menegakkani 

hukum.i Sumberi hukumi primeri inii memilikii otoritasi tertinggi.i Berikuti inii 

adalahi sumberi hukumi primeri yangi digunakani dalami penelitiani ini: 

a. Undang-Undangi Dasari Negarai Republiki Indonesiai Tahuni 1945. 

b. Undang-Undangi Nomori 8i Tahuni 1999i Tentangi Perlindungani 

Konsumen. 

c. Undang-Undangi Nomori 17i Tahuni 2006i Tentangi Kepabeanan. 

d. Undang-Undangi Nomori 39i Tahuni 2007i Tentangi Cukai. 

e. Undang-Undangi Nomori 3i Tahuni 2014i Tentangi Perindustrian. 

f. Undang-Undangi Nomori 7i Tahuni 2014i Tentangi Perdagangan.i  

g. Peraturani Menterii Keuangani Republiki Indonesiai Nomori 

199/PMK/0.10/2019i Tentangi Ketentuani Kepebeanan,i Cukaii dani Pajaki 

Atasi Impori Barangi Kiriman. 

h. Peraturani Menterii Perdagangani Nomori 40i Tahuni 2022i Tentangi 

Perubahani Atasi Peraturani Menterii Perdagangani Nomori 18i Tahuni 

2021i Tentangi Barangi Dilarangi Ekspori dani Barangi Dilarangi Impor. 

2. Bahani hukumi sekunderi adalahi sumber-sumberi informasii yangi berasali darii 

jurnal,i hasili penelitiani dani lainnyai yangi relevani dengani topiki yangi dibahasi 

dalami penelitiani ini.i  

3. Bahani hukumi tersieri adalahi kamusi ataui ensiklopedii maupuni jenisi bahani 

hukumi lainnyai yangi merupakani interpretasi,i analisis,i ataui komentari untuki 

melengkapii bahani hukumi sekunderi ataui primer. 
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3.3 Proseduri Pengumpulani Datai  

Proseduri pengumpulani datai adalahi serangkaiani langkahi ataui tindakani yangi harusi 

diikutii untuki mengumpulkani informasii ataui datai untuki mempelajarii suatui 

pertanyaani penelitian.i Proseduri pengumpulani datai yangi digunakani antarai lain: 

1. Studii Kepustakaan 

Studii kepustakaani adalahi suatui metodei penelitiani yangi melibatkani 

pengumpulani datai dani analisisi literaturi ataui sumber-sumberi sepertii buku,i 

literaturi dani lainnyai yangi relevani dengani topiki penelitian. 

2. Studii Lapangan 

Studii lapangani adalahi proseduri penelitiani yangi melibatkani pengumpulani 

datai dani informasii melaluii prosesi wawancarai dengani subjeki penelitiani 

(narasumber)i untuki mengkajii informasii yangi dibutuhkani demii kepentingani 

penelitian.i Wawancarai inii dilakukani pertemuani kemudiani dilanjutkani 

dengani prosesi tanyai jawabi dengani narasumber.i  

 

3.4 Proseduri Pengolahani Data 

Langkahi selanjutnyai setelahi pengumpulani data,i ialahi pengolahani datai yangi 

dilakukani dengani beberapai langkah,i yaitu: 

1. Pemeriksaani Data 

Pemeriksaani datai adalahi peninjauani kembalii terhadapi datai yangi telahi 

didapatkani untuki memastikani bahwai datai yangi dikumpulkani telahi akurati 

dani sesuaii dengani tujuani penelitian. 

2. Klasifikasii Data 

Klasifikasii datai adalahi prosesi mengelompokkani ataui mengategorikani datai 

berdasarkani jawabani yangi telahi diberikani olehi narasumber,i yangi 

kemudiani dikelolai dani dikumpulkani gunai terciptanyai aksesi dani pencariani 

yangi lebihi mudahi dalami prosesi analisisi data.i  
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3. Sistematisasii Data 

Sistematisasii datai adalahi prosesi pengumpulani datai tentangi topiki tertentui 

yangi terorganisasii menjadii strukturi yangi sistematisi agari mempermudahi 

prosesi analisisi data. 

 

3.5 Analisisi Data 

Analisisi datai yangi digunakani dalami penelitiani inii adalahi analisisi deskriptifi 

kualitatif,i yangi diperolehi dengani carai menggambarkan,i merinci,i dani memahamii 

datai sehinggai dapati menjabarkani datai secarai jelasi dani logisi sehinggai dalami 

pembahasani dapati ditariki suatui kesimpulan.i  
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BAB V  

PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaani Peraturani Menterii Perdagangani (Permendag)i No.i 40i Tahuni 

2022i tentangi perubahani Permendagi No.i 18i Tahuni 2021i tentangi Barangi 

Dilarangi Ekspori dani Dilarangi Impori dii Kabupateni Pringsewui belumi 

efektifi dalami penerapannya.i Hali inii dikarenakani belumi dilaksanakani 

pengawasani dani pembinaani olehi Dinasi Koperindagi Kabupateni Pringsewui 

mengenaii juali belii pakaiani bekasi impor. 

2. Faktori penghambati dalami pelaksanaani Peraturani Menterii Perdagangani 

(Permendag)i No.i 40i Tahuni 2022i tentangi perubahani Permendagi No.i 18i 

Tahuni 2021i tentangi Barangi Dilarangi Ekspori dani Dilarangi Impori dii 

Kabupateni Pringsewu,i yaitui thriftingi telahi menjadii budaya dalam 

masyarakat. 

Tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki korelasi yang 

signifikan dengan pembentukan budaya hukum yang efektif dapat 

mengubah pandangan dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Seiring 

dengan popularitas yang terus meningkat dari budaya thrifting, minat 

masyarakat terhadap pembelian dan penggunaan pakaian bekas impor juga 

semakin berkembang. Awalnya, fenomena ini dimulai dengan niat baik, di 

mana masyarakat melihat praktik thrifting sebagai alternatif yang ramah 

lingkungan dan ekonomis. Namun demikian, tanpa adanya pemahaman dan 

penerapan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan di 

bidang perdagangan, tren ini berpotensi untuk menjadi sebuah tantangan 
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yang kompleks. Jika tidak ada upaya yang cukup untuk mengikuti aturan 

yang berlaku, maka aktivitas jual beli pakaian bekas impor ini tidak hanya 

sulit untuk dikendalikan, tetapi juga dapat mengakibatkan dampak negatif 

yang signifikan terhadap keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.  

 

5.2 Saran  

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pengawasan dan pembinaan yang 

memadai terhadap pelarangan jual beli pakaian bekas impor. Keterbatasan 

dalam pengawasan ini dapat mengakibatkan kelalaian dalam penegakan 

aturan serta meningkatkan potensi bagi pelaku usaha untuk tetap melanggar 

peraturan tersebut tanpa ketakutan akan sanksi yang diberlakukan. Oleh 

karena itu, perlu adanya pengawasan serta pembinaan dari pihak berwenang 

untuk memastikan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan 

berjalan lancar. Meskipun belum terwujudnya Peraturan Daerah yang lebih 

spesifik, Dinas Koperindag Kabupaten Pringsewu diharapkan mampu 

menjalankan pengawasan dan pembinaan yang memadai terhadap larangan 

jual beli pakaian bekas impor sesuai dengan prinsip asas mutatis mutandis. 

Asas ini memberikan kewenangan kepada Dinas Koperindag untuk 

mengubah prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala jika 

diperlukan atau dalam kondisi mendesak. Selain itu, dengan penerapan 

penegakan hukum yang tegas, diharapkan masyarakat dapat lebih teredukasi 

tentang pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang dan menyadari 

konsekuensi yang mungkin timbul jika mereka mengabaikan aturan yang 

telah ditetapkan. 

2. Masyarakat seharusnya mempertimbangkan untuk mengurangi pembelian 

pakaian bekas impor, sejalan dengan arahan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Dengan mengurangi konsumsi pakaian bekas impor, 

masyarakat dapat mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk 
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melindungi dan memajukan industri tekstil dalam negeri. Dukungan ini 

menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi negara 

serta mengurangi ketergantungan pada produk impor. Melalui dukungan 

terhadap produk dalam negeri, masyarakat dapat turut berperan aktif dalam 

membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja 

lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, 

mengurangi konsumsi pakaian bekas impor dan mendukung produk dalam 

negeri bukan hanya merupakan tindakan yang mendukung kebijakan 

pemerintah, tetapi juga merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan 

oleh setiap individu untuk memperkuat ekonomi domestik serta 

membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. 
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